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F ERATURAN DAERAMH KABUPATEN DAERAH TINGKAT [I

BANYUMAS 1
NOMOR 15 TAHUN 1994
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISAST DAN TATAKERJIA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EJUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
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bhabwa cla)am rangka Ppelaksanaan otonomi yang
nyata, dinamis can bertanggung Jawab clengan titik
berat di Daevah Tingkat YI, berdasarkan Peraturan
Pemer intah  Nomoy . ...Tahun 1995 ° dan  Peraturan
Dacrah Propinsi  Daevah Tingkat I Jawa Tengah
Nomoyv ... .Tahun 1995, telah diserahkan sebagian
uruzan  pemeyvintahan di bicdang Lalu Lintas  dan
frnakutan JTalan kepada Daerah Tingkat TI sebagai

Urusan Rumah Tangaa Daeval; *
bahwa sehubungan devgan hal  tervsebut, untuk

meningkathan kelarncaran penyelenggaraarn pemerin-
tahan dan pembangunan  secava berdavaguna dan
berhasilouna khosusnva oi bidang Lalu Lintas dan
Anziatan Jalan, maka peviu menaatur Pembentukan,
Crueavisasi  cdan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan
Arcautan Talan dengan Pevatuvan Daevah;

Unclang-uncarg Nomor 123 Tahun 1950 Lentang  Fember-
tukanr  Daevah-daey ah Cabupatern  dalam  Lingkungar

Propinzl Jawa Tenaah;

Undanag-undang  Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok=-
pokok Pemerintaharn i Daerah (lLembaran Negar &
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30327 );

FPeratuvan  Pomey {otah Nomov e Tabun 1983 tentang
Koordinasi Keal-tan Instansi Vertikal oi Daerah
(Lambavar Neao o Republik  Indonesia Tahun 1988
Nomos 100 Tanbhabhan Lembaran Negara Republik Indo-

nasla Nomar 3373 )
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4. Pevatuvan Pemerintah  Nomor 4% Tahun 1992 tent ang
Fenyalenggaraan Otonomi Daerah derngan Titik Berat
paca Daavah Tingkat II (loembaran Neg. ra Repub )ik ;
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambaran Lembzran :
Negara Republik Indonesia Momor 3487 );
5. Peraturan Pemervintah Nomovr ....Tahun 995 tent.ang '
Penyerahan Sebaglan Urusan Peme ntahan ci
Bidarna ........ (Lembayran Magava Repub Lk Indoncsia
Tahun L1295 NMomor ... .. )3
G Keputusan Manterl Dalam Negeri Nomovy &9 Tahun 1992
tentoang Podoman Organisasi Dinas Daerah;
;
7o Keputusan Menterl Dalam Negevi Nomor 61 Tahun 1992 '
tentang Pedoman Organisaszi  dan Tataker ja Dinas \
Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daervah Tingkat I }
dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah f
Tinakat ITI; |
|
'. 8. %cputu&&n Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 1993 E
tentana Bentuk FPovatuvan Daevah dan  Peraturan |
Dacrah Parubahan. R
P Kepotusoan Mentori Dalam Megori Momor 97 Tahun 1993 ‘
' te o ang Tals o Craavisacst Femerintal Daevah  dan !
Wilavah: i
U
10, Keputuwarn Menteri Dalam Megeri Nomor 105 Tahun !
losa tentanga Pelaksanaan frovek Parcontoharn Otono=- T
mi Daerah Paca Daerah Tingkat IT; ﬁ
I\

11. Peraturan Daerah Fropinsi Daevah Tinokat I Jawa

J Tengah  Nomor o Tahun 1995 tentang  Penverahan N
Sebaaian Urusan Pemerintahan di
. Bidang ... .. (Lembaran  Daerah  Mropinsi  Daerah
ingkat [ Jawa Tangah Tahun ...... Nomory ... .. )i

Pengan Persetujuan Dewen Poruskilan Rakvalt  Daerah Kabupaten
Daervah Tingkat II Ranyumaws v

MEMUTUSIKAN : _ ;'

Menetapkan I PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG FEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERIA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
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BAB I

KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peva.uyan Daavrah inl yang dimak sud dengan :

a. Daerah sdalah Kabupaten Daervah Tirgkat II Banyumas;

. Pemerintah Daevah adalah pemey i1 cah Kabupaten Daerah Tingkat
IT  Ba.y imasi

c. Bupati Kepala Daerah adalah pupat i Kepala caerah Tingkat II
Banyumas ;

d. Dowan Poerwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat
Daerah |Tabupaten paevah Tinpkat IT Banyumas;

e. Dinas Lalu Lintas dan Anghutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas
dan Anckutan Jalan Kabupaten Dasrah Tingkat II Banyumas dan
selanjuznya dizebut DILLATS

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Aangkutan

Jalan® Kabupsten Caevah Tingkat IT Banyumas;

Unit PFelakmana Teknis Dinas  yang selanjutnya disebut UPTD

adalab Unsue Palaksana oparasional dari sebagian tugas Dinas

Lalu Lintas dan Analatan Jalan yang melaksanakan tugas teknis

tertentu.

5]

. Jabatan Fungsiana)  adalah kecudulkea®  yang menunjukkan tugas,
tangouna Jjawab . wawenand dan hak seovang Fegawal Negeri 5ipil
dalam Satuan Organisasi Yany dalam pelaksanaan btugasnya dida-
carkan pada keahlian <dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

B AB II

PEMBENTUKAN

Fasa ] 2

Doengan Porvatuyan Doeralh ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jelan.

i
B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
. Pasal 3
(1) Dinas Lalu  Lintas dar Anglkutan Jalan adalah unsur pelaksana

pemer i ntah Daevah yang diboantuk bardasarkan penyerahan lebih

lanjurn Kepada Daceah mebraal Uhrusan rumaly Tangga di bidang

Lalu Lintas can anakutan Talan.
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ff#’Gﬁ) Dinas Lalu Linte s dan aAngkutarn Jalan dipinmpin oleh se drang !
. Kepala Dinas y:nrg berads di bawah darn bertanggung Jj¢ wab f

keaca Bupati « pala Daeral. \
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Pasal 4 fvf
Dinas Lalu Lintes dan Angkutan Jalan m wpunyal tugaz pokok w}
membantu Bupati K:pala Daerah dalam menyelanggavakan scbagian | ‘i'
urusar. rumah tang & Daevah dan tugas pembantuan dalam bida g Lalu A

Lintas dan Angkutor Jalan.

Pasal 5 \ i “~
|-

" ountuk menvelengssakar tucas pokok sebagaimana  dimaksud  da'lam I i,
Pasal 4, Dimas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyal fungsi o ‘ j \ﬁ
a. pelaksanaan pembinaan  teknis bevdasarkan kebijaksanaan yang bf

ditetapkan oleh Mentevi Perhubungan Republik Indonesias ’
b. pelaksanaan pemblnaan umiim - bervdasayvkan  kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Guboriun Kopala Daerah Tingkat T Jawa Taengah;
.c. pelaksanaan’ pembinaan  opevasional sesual kebl jaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daeralh;
d. penngusan ketatausahaan:
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diborikan oleh 3upati
Kepala Daerah. -

BAB IV

ORGANTISASTI

(1) Susunan Ovganim: Dimas  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
. terdiri dari

a. Kepala Dinas;
! b. Sub Bagian Te

Lo WUsaba teorclivi dari

U, Urusan Rrogvaln
2. Urusan Keuanganr
3. Urusan Kepegawalan
4. Urusan Umumn.
¢c. Seksi Lalu Lintas, tevdivil dari
1. Sub Seksil Manajeman Lalu Lintas 'y

. Sub Seksl Relkayaca Lalu Lintas s

Sub Seksi Bimbingan Keselamabtan.

Q.
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Seksl Angkutarn, tevdiri dari

|

2. Sub seksi Angkutan Barang ;
3

. Sub Sehksi Angkutan Ovang ;

Suby Sekzi Angkutan Khusus.
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BACAN ORGANISA ST DINAS LALU LINTAS LAPIRAN + Peraturan Daerah Kabupaten
DAN 4 KCKUTAN JALAX Daerah Tingkat |1 Banyumas
Nomor 3
Tentang! Pembentukan , Organisasi Dan
. Tatakerja Dinas Lalu Lintas
YEPALA DINAS dan Angkutan Jalan
SUB BAC AN
TATA US HA
|
r l [ | |
WRUSAN || URUSAN ‘ URUSAN URUSAN
PROGRAM | | KEUANGAN llKEPEGA'!MAN MM
\
{
@ * | 1 | 1
SERS| SEXS| SEKSI SEXSI
LAL LINTAS ANGAUTAN TEXNIK SARAHA DAN PENGENDAL I AR
PRASARANA OPERAS [OHAL
: 1 ] ] ]
— B SESI SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEXSI
| , NERAIENEN —i ANCKUTAN - KENDARMAN DAN r——PFJmlPULMl&PE
\ \ LALU LIKTAS ORAYG PERBENCRELAN HGOLAHAN DATA
|| KELONPXK | .
JABATAN —— ' e e
\ | RNGSIONAL ‘ j SUB SF.KS!T‘ \, [_-;UB‘ SEXSI SUB SEXSI SEXS| PENANCQ
‘ I A MCEUTAN —{  TERUINAL —{ LANGAN KEC,
D] s | VRNG LALY LINTAS
B | R ————
L ‘ | ] I
. r ! R ) '5 UD SEKE! t SUB SEXSI L. SUB SEKSI SEKS| KETERTI-
S i v L BIMBINGEA — RNGKUTAR PERPARK IRAN L—sm LALU LIN -
. FESELAMATAN KIRUSUS TAS & ANCGIUTAN
UpTD
[, TERMINAL

N PERTANILAN RAKYAT DAERAN
§ DARRAN TINGKAT 11 BANTLAS

L TARSONO

1, PERPARKIRAN
3. KEGIATAN TERNIS
LALKNYA




LAMPTRAN VIT KEPUTUSAN GURRERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

) NOMOR  : 188,3/218 A/1995.
TANGGAI, : 10 JULI 1995.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERA!NI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 1% TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANTSAS]
DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANCKUTAN JALAN.

1. Pada judul, diktum menetapkan dan dalam penjelasan Pasal,
pada akhlr kalimat ditambahkan perkataan " KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

2. Konsideran menimbang huruf a,. perkataan "Pemerintah Nomor
. ....%1995 dan Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor...... Tahun 199%," diubah dan dibaca
"Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995".

3. Dasar hukum mengingal
a. Ditambahkan Nomor 4 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"4, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410)";

Selanjutnya nomor-nomor berikulnya disesuaikan.

b. Nomor 6 baru diubah dan dibaca sebagai berikut
"Peraturun Pemerintah  Nomor 8 Tuhun 1995 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua
puluh c¢nam) Daerah Tingkat IT Percontohan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590)".

c. Nomor 12 baru diubah dan dibaca sebagai berikut :

"12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Pemcrintah Propinsi
Daerah Tingkat T Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengalran,
Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta
Karya, DPertumbangan, Tenaga Kerja dan Penambahan
Penyerahan Scbagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Kepariwisalaan Kepada Pemcerintah Kabupaten Daerah
Tingkat TT  Banyumas (Lewbaran Dderah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Momoxr 4 Tahun 1995
Seri D)".




4. Pasal 1 huruf b, perkataan "Pemerlrtah" ditulls
¢ "Pemerintah".

5. Pasal 4, diubah dan dibaca sebagal berikut

' "Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi
tanggung juwabnya meliputi rekayasa lalu lintus, angkutan
serta pengendalian operasional dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah".

6. Pasal 5

a. Bari: pertama, dibelakang perkataan "Pasal "
dltambahkan perkataan "Pceraluran Daeruah 1Ini".

b. Notasi huruf a s/d e, diubah dan dibaca sebagal
. ‘ berikut:

"a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menterli Dalam
Negeri;

b. melaksanakan  pembinaan teknis berdasarkan
kebliljaksanaan yang diletapkan oleh  Menterld
Perhubungan;

c. melaksanakan pembinaan operasional sesual

kebijaksanaan yang ditelapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

7. Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, pada angka 3 dibelakang
perkataan "Seksi" ditambahkan perkataan "Teknik";
Selanjutnya dalam Kotak Bagan dlsesuaikan.

. ‘ 8. Pasal 7 diubah dan dibaca scbagai berikut

"(1) Susunan Organisasl sebagaimana dlimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a s/d f Peraturan Daerah ini , diatur
lebih  lanjut dengan Kepulbusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisusi dan Tatakerja UPTD Lalu Lintas
dan Angkutan Jalun akan ditetapkan kemudian, seltelah
mendapat persetujuan dari Menteri Negeri.

(3) Bagan Oryguanisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
tercantum dalam Lampiran, yaing merupakan bagian tak
terpisahkan dari Menteri Dalam negeri".

9. Perkataan......







9, Perkataan WELAMPIRAN ¢ oo v v v oo dst" diubah dan dlbaca

sebagai berikut

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALRAH TINGKAT II

BANYUMAS NOMOR 15

TAHUN 1995 TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
LALU LINTAS DAN ANCKUTAN JALAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ",

140, Judul bagan pada akhir kalimat ditambahlian perkataan "Fabu

' paten Daerah Tingkat II Banyunas.
11, Ditambahkan Penjelasan Peraturan

darl

a. Penjelasan Umum;

b. Penjelasan Pasal deml Pasal.

- WAKIL GUBER

Daerah yang terdiri

PALA DAERAH TINGKAT I
TENGAH
ng I,




/ ‘ BAB VI

- RATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
(“u nAR ;;‘:
N

KETENTUAN LAIN-LAIN

q
Fasal 9
Jerdang Jabatan dan lepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas
Lasu Lintas dan Arxy wtan Jalan diatur sesuai cdengan ket ontuan
Peraturan Pervundavi_ ~undtanaan vange berlaku.
{
B AB VII

KETENTUAN PENUTUP

fPacsal 10

.Dengan berlakuhya Peratuvan Daerah 'ini, maks secgala ketentuan

yang tidak sesual dengan Pevaturarn Daevah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Facsal 11

Peraturan Daevah ini mulai bevlaku pada tanggal cdiundangkan.

Agar supaya sabiap orang dapat mengetahuinya., memerintahkah <.
pengundangan Pevaturan Daerah ini dengan paenempatannya dalam 5\
Lembavan Daervah Kabupatern Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II \\
Banyumas . . A\

Ditetapkan di Purwokerto
‘ - ) pacda tanggal ........... 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DJIOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh ... ... ... .. .. .. . . . .. ...
dengan Surat Keputusan Nomov ...........
Langaal ... ... ... ..
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<s. Tehnik Sarana dan Prasarana, tevdiri dari :

e. Se
1. <ub Seksi Kencdaraan dan Perbengkelan ;
2. ¢ ub Seksi Terminal ;
3. S b Seksl Pevparkivan. ! )
f. seks. Pengendalian Operasional, terdiri dari :
1. Su > Seksi Perngumpulan can Pengolahan Data

eksl Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintos

(31
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aksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

g. Unit P2laksana Teknis Dinas.

h. Kelomp >k Jabatan Fungsional .

(2) sub Bagiari Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala $ub Bagian
Tata Usaha dan Sekal dipimpin oleh seovang Kepala Soksl yang
masing-mas ing Levada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Unit Pelakszana Teknis Dinas dipinein oleh seorang Kaoala UPTD
vang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepaca Kepala
Dinas.

b d
.(4) Kalompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

Fungsional vang palins senior sebagal Ketua Kelompok dan
bertanggung Jjawab kepacds Kepalsa Dinas.,

Fasal 7

(1) Uraisn tugas wmasing-masing unsur Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal o avabt (L), diatuy lebih landut dengan

Keputusan Bupall Kaepala Daccah.
(2) Bagan Susunarn Organisasi Oinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan tercantum dalam Lampivan, wang merupakan bagian tak
tevpisahkan davi Fevatuvan Dacvah ini.

AR V

TATAKERITA

\ o . 5 . .
Tataker ja ODinas _alu | iatss dan Angkutan Jalan diatur lebih
lanjut dengan Kep.oousan Doapabtl Kepala Doacralh.,
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